
 

 

 

 
 

BUPATI BENGKULU UTARA 
PROVINSI BENGKULU 

 

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 46 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PEGAWAI NEGERI 

SIPIL YANG BERTUGAS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BENGKULU UTARA, 

 

Menimbang : a.   bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, mutu 
pelayanan dan profesionalisme serta kesejahteraan 

tenaga kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki 
kelangkaan profesi di Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara perlu 

diberikan tambahan penghasilan berdasarkan 
kelangkaan profesi;  

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat 

(2), ayat (6), dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada PNS 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan 
tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan 

profesi dengan pertimbangan obyektif dan 
memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta 
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan;  
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Utara tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan 
Kelangkaan Profesi kepada Pegawai Negeri Sipil yang 

Bertugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara. 

  

SALINAN 



 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 4250); 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 
 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5679); 

 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 
  



 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 

14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 

2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9); 

 
 

13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 42 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur 

Organisasi, Kedudukan dan Fungsi, Tata Kerja, dan 
Eselon Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten 

Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 43); 
 

14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Unit Pelaksanaan Teknis Daerah 
Rumah Sakit Lagita Kelas D Pratama Pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018, Nomor 6); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI 

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN 
KABUPATEN BENGKULU UTARA 

  



 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara. 

2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 

3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati 

dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
pemerintahan pada bidang tertentu di daerah. 

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bengkulu Utara tipe A. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang 
selanjutnya disingkat UPTD adalah Rumah Sakit 
Umum Daerah Arga Makmur tipe C, Rumah Sakit 

Lagita kelas D Pratama dan Rumah Sakit Bergerak 
Enggano.  

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di UPTD 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara. 

8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan yang 
diberikan dalam rangka peningkatan kinerja, mutu 
pelayanan dan profesionalisme serta kesejahteraan 

tenaga kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki 
kelangkaan profesi di Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara. 

9. Kelangkaan Profesi adalah keterampilan khusus dan 
langka yang dimiliki oleh PNS dalam mengemban 

tugasnya. 

 

Pasal 2 

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat 
memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan 

Kelangkaan Profesi dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan daerah sesuai peraturan perundang-
undangan. 

  



 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

(1) Maksud pemberian tambahan penghasilan 
berdasarkan kelangkaan profesi adalah memberikan 
tambahan penghasilan kepada PNS yang mempunyai 

keterampilan khusus dan langka. 

(2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan 

berdasarkan kelangkaan profesi adalah untuk 
meningkatkan kinerja, mutu pelayanan dan 
profesionalisme serta kesejahteraan, yang memiliki 

keterampilan khusus dan langka dalam memberikan 
dan meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal 
kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan 

kesehatan. 

 

BAB III 

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  

Pasal 4 
 

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan 
profesi diberikan setiap bulan dan/atau harian 
dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan 

keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan 
Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati 

berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan.  

Pasal 5 

Disamping pemberian tambahan penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS masih dapat 
diberikan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 
BAB IV 

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN 
 

Pasal 6 
 

Penerima  tambahan penghasilan berdasarkan 
kelangkaan profesi ditetapkan lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati, berdasarkan usulan Kepala Dinas 

Kesehatan. 

  



 

 

BAB V 

RUANG LINGKUP  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 7 

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan 
profesi diberikan kepada PNS yang ditugaskan di 

UPTD Dinas Kesehatan. 

(2) Kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. Dokter yang telah memiliki pendidikan 
spesialis/sub spesialis; 

b. Dokter Umum/Dokter Gigi yang diberikan tugas 
atau tanggung jawab tertentu; 

c. Tenaga Kesehatan Penunjang Medik; dan 

d. Dokter Residen. 

(3) Dokter yang telah memiliki pendidikan spesialis/sub 

spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
terdiri dari: Dokter Spesialis Kebidanan, Dokter 
Spesialis Bedah Umum, Dokter Dokter Spesialis 

Anak, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter 
Spesialis Kulit dan Kelamin, Dokter Spesialis 

Anestesi, Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis 
Jantung, Dokter Spesialis Telinga Hidung 
Tenggorokan, Dokter Patologi Klinik/Anatomi, Dokter 

Spesialis Syaraf, Dokter Spesialis Mata, Dokter 
Rehabilitasi Medik, Dokter Sub Spesialis Nefrolog 
(Konsulen Tindakan Hemodialisa) dan Dokter 

Spesialis dan Sub Spesialis Lainnya. 

(4) Dokter Umum/Dokter Gigi yang diberikan tugas atau 

tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b terdiri dari: Dokter Umum/Dokter 
Gigi Penanggung Jawab Intalasi Gawat Darurat, 

Dokter Umum Intalasi Gawat Darurat dan Piket 
Ruang Rawat Inap, Dokter Umum Pelaksana di Ruang 

Hemodialisa, Dokter Umum Penanggung Jawab Poli 
Tuberkulosis, Dokter Umum Poli Klinik dan Dokter 
Umum yang diberikan tugas atau tanggung jawab 

tertentu. 

(5) Tenaga Kesehatan Penunjang Medik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari: 

Fisikawan, D3 Radiologi, Ahli Madya Teknik 
Elektromedik (Atem D3), Ahli Madya 

Fisiotherapi/Rehab Medik (D3 Rehab Medik), 
Apoteker, Asisten Apoteker, Ahli Madya Anestesi, Ahli 
Kesehatan Lingkungan (AKL DIII) dan Tenaga 

Penunjang Medik Lainnya. 



 

 

(6) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak diberikan kepada: 

a. Calon Pegawai Negeri Sipil; 

b. pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin 
tingkat berat; 

c. pegawai yang berstatus terpidana; 

d. pegawai yang diberhentikan sementara; 

e. pegawai yang sedang menjalani cuti di luar 

tanggungan negara, cuti melahirkan dan cuti 
besar; dan 

f. pegawai yang sedang menjalani tugas belajar dan 

izin belajar yang meninggalkan tugas.  

 

BAB VI 

PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 8 

1) Tambahan penghasilan dibayarkan pada awal bulan 

berikutnya. 

2) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan 

dengan mekanisme sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 9 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 



 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. 

 
 

 

Ditetapkan di Arga Makmur 

pada tanggal 13 September 2018 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

 
ttd 

 
M I A N 

 

Diundangkan di Arga Makmur 
pada tanggal 13 September 2018                          

 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

 
ttd 

 

HARYADI 
 

   BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 46  

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

Setdakab.Bengkulu Utara 
 
 

 

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum. 
NIP.19690423 200212 1 003 

 


